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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI l: Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
Elektronik (Studi Kasus Putusan Hakim)

NAMA : Sitty Nur Haliza Putri
NIM : 02011281722192

Seiring perkembangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin meningkat
dikarenakan adanya perkembangan jaman. Dalam hal ini, semakin terbukanya dan semakin
maraknya pemalsuan dokumen elektronik semakin sering terjadi dalam masyarakat luas.
Penelitian dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik (Studi
Kasus Putusan Hakim)”, Memiliki rumusan masalah bagaimana pembuktian dari pemalsuan
dokumen elektronik dan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam suatu tindak pidana,
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian pemalsuan dokumen
elektronik pada putusan hakim dan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam suatu
tindak pidana.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder dari hukum tertulis yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum.
Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan
menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan
dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, Landasan teori yang
digunakan adalah teori Pembuktian dan Teori Sistem Peradilan Pidana.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa sistem pembuktian yang digunakan
dalam dua putusan tersebut adalah, sistem pembuktian negatif, yaitu pembuktian berdasarkan
Undang-Undang dan Keyakinan Hakim, lalu, kedudukan alat bukti elektronik dianggap sama
dan setara dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kata Kunci : Dokumen Elektronik, Pembuktian, Pemalsuan, Alat Bukti Elektronik.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198301242009122001 NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 19682211995121001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam masyarakat membawa berbagai dampak yang signifikan

dalam masyarakat banyak, salah satunya Perkembangan Teknologi Informasi di

Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi di masyarakat banyak memicu

terjadinya Globalisasi dalam masyarakat, Globalisasi adalah sebuah fenomena yang

melibatkan proses-proses sosial integrasi ekonomi, budaya, kebijakan-kebijakan

negara, dan pergerakan politik di seluruh dunia. Globalisasi merujuk pada

keseluruhan proses-proses sosial yang melibatkan perpindahan orang, komoditas

(barang), kapital, pengetahuan, pemikiran, informasi, dari satu negara ke negara lain.1

Bahkan, perkembangan teknologi informasi sudah menjadi patokan untuk

melihat kemajuan sebuah bangsa dan negara. Dengan adanya kemajuan Teknologi

Informasi yang pesat, terdapat dampak yang terjadi dalam masyarakat, dampak

tersebut dibagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif, dampak dari

perkembangan teknologi yang sangat pesat ini adalah komunikasi antar individu

menjadi lancar, memperlancar bisnis dalam masyarakat dengan tidak mengenal waktu

dan tempat, dan kelancaran dalam mengakses berita-berita mengenai kejadian yang

terjadi di belahan bumi lain, dan masih banyak lagi.

1Arjun Appadurai, “Globalisation, Societies and Education”, The Right to Research, New York :
The New School, 2006, hlm.167-177.



2

Perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah mengharuskan sebuah negara,

khususnya Indonesia, untuk memiliki aturan tertulis mengenai teknologi yang ada

dalam masyarakat banyak, Upaya hukum yang dimiliki Indonesia untuk

mengeluarkan sebuah aturan yang membahas mengenai perkembangan teknologi

sudah tercantum jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada akhirnya diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008. Dibuatnya aturan tertulis mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang berkaitan jelas

dengan Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Menurut Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan

informasi.

Relevansi dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memberikan manfaat seperti2 :

a. Menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang melaksanakan

transaksi elektronik,

b. Membantu laju kemajuan ekonomi di Indonesia,

2Djoko Sarwoko, Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008,
Mahkamah Agung, 2009, hlm 2.
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c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang

berbasis pada teknologi informasi,

d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi

informasi.

Tindak Pidana yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik ini

mulai bermunculan di antara masyarakat, salah satunya Tindak Pidana Pemalsuan

Dokumen Elektronik dalam bentuk surat-surat elektronik yang muncul akibat dari

kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga memudahkan seseorang untuk

mengakses hal-hal tertentu, yang juga mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam

pemalsuan surat-surat elektronik tersebut.

Tindak pidana pemalsuan dokumen ini awalnya diatur dalam Pasal 263 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi3 :

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang
diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena
pemalsuan surat,dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat
yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu,
jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang

3Moeljatno, Kitab Undang -Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016,
hlm.96.
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dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Semua dokumen elektronik

adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen

elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi

elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik.4

Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ini termasuk kejahatan dunia

maya (Cybercrime), pemalsuan dokumen elektronik biasanya terjadi oleh

perseorangan atau berkelompok.

Dalam dokumen kongres PBB tentang The Prevention of Crime and The

Treatment of Offenders di Wina (Austria) membahas mengenai pengertian

Cybercrime yaitu5 :

“Cybercrime in a narrow sense (computer crime) covers any illegal behaviour
directed by means of electronic operations that target the security of computer
systems and the data processed by them. Cybercrime in a broader sense (computer-
related crimes) covers any illegal behaviour committed by means of, or in relation to,
a computer system or network, including such crimes as illegal possession and
offering or distributing information by means of a computer system or network.”

4 Shidarta, Data, Informasi, dan Dokumen Elektronik, diakses dari https://business-
law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/, Pada tanggal 8 Agustus 2020
pukul 07.30.

5 The 10thUnited Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,
2000, diakses dari https://digitallibrary.un.org/record/404748 , Pada tanggal 8 Agustus 2020 pukul
18.00 WIB, Hlm.5

https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/
https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/
https://digitallibrary.un.org/record/404748
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Terjemahannya yaitu Kejahatan dunia maya dibagi menjadi dua bagian yaitu

pengertian secara sempit dan luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah

perbuatan tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana dan target kejahatan

dan sedangkan dalam arti luas yaitu seluruh bentuk kejahatan yang menargetkan

komputer, jaringan komputer dan penggunanya yang menggunakan alat bantu

komputer.

Tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ini diatur lebih spesifik dalam

Pasal 35 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik.

Sehubungan dengan bagaimana Pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen

elektronik sebagai alat bukti, karena, sampai saat ini, pembuktian alat bukti elektronik

masih tergolong sangat sulit dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) juga dirasa kurang lengkap dan kurang

efektif dalam melaksanakan proses pembuktian atas kejahatan cyber, sebagai contoh

dalam suatu perkara pemalsuan data pada transaksi elektronik, sangat sulit untuk

menghadirkan saksi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi terutama saksi korban hanya terbatas
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tahu dan merasakan tentang akibat dari tindak pidana tersebut bukan proses perbuatan

sehingga menimbulkan akibat yang dirasakan itu.6

Dengan adanya kemajuan teknologi yang signifikan akibat adanya kemajuan

teknologi informasi, maka, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti masih

tidak jelas, mengingat sistem pembuktian di Indonesia sampai saat ini masih

menggunakan ketentuan hukum yang di dalamnya tidak memasukkan data elektronik

sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berupa Keterangan Saksi, Keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berkenaan dengan Jika merujuk pada pasal

tersebut, maka dibutuhkan dua alat bukti untuk membuktikan tindak pidana

pemalsuan dokumen elektronik tersebut, maka, hal ini membuktikan bahwa

pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik sangatlah sulit.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengatur mengenai berbagai macam alat bukti yang jelas berbeda dengan barang

bukti, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik

tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang

6 GAS Sumual, “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi Dan Transaksi
Elektronik”, Lex Crimen Vol.IV/No.3/Mei/2015, diakses dari
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7962, Hlm.113

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7962
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dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari

suatu delik.7

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sudah berupaya memberi perlindungan kepada masyarakat, karena khusunya pada

Pasal 35 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pemalsuan

dokumen elektronik disebutkan bahwa, pasal tersebut merupakan pasal yang

diakibatkan oleh gangguan (Interferensi)8.

Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa contoh kasus mengenai

pemalsuan dokumen elektronik yang melanggar Undang-Undang No.19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, dalam Putusan Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2012/PN.Skh,

dengan duduk perkara singkatnya, adalah9 :

Terdakwa Andriyani,S.SI Bin Sumairi dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar

7Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Hlm.254.
8 Josua Sitompul, Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia, Hukum Online,

2018, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-
penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/, diakses pada 19 Agustus 2020 Pukul 10.40.

9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor Register Perkara : 268/Pid.Sus/2012/PN.Skh, diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c3707678526abc3e512909187ce3de73.html

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia/,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c3707678526abc3e512909187ce3de73.html
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informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang

otentik. Perkara ini terjadi pada tahun 2012.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo memutuskan amar putusan

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIYANI,S S,Si Bin SUMAIRI terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 7 ( tujuh ) bulan ;

Selanjutnya Putusan Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn dengan duduk

perkara singkatnya sebagai berikut10 :

Terdakwa atas nama Miqdad,S.Kom Bin Abdul dengan sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,

pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah

data yang otentik. Perkara ini terjadi tahun 2018.

Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIQDAD, S.Kom bin ABDUL AZIS tersebut telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan;

10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Amar Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor Register Perkara : 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn, diakses dari
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4bef366d5012e99dd2d55caa2c62f42a.html

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4bef366d5012e99dd2d55caa2c62f42a.html
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Berdasar permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan

judul “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat

diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dari tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ?

2. Bagaimana kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu tindak

pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan dokumen

elektronik.

2. Mengetahui kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti suatu tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri

dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu bagi penulis

dan penulis lain dalam hal mengetahui bagaimana pembuktian dalam tindak

pidana pemalsuan dokumen elektronik.
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b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan ilmu bagi ilmu

pengetahuan hukum khususnya mengenai pembuktian tindak pidana pemalsuan

dokumen elektronik.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan dalam penelitian

selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam

memberi masukan serta menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait

dengan masalah penelitian ini, serta dapat membantu pihak-pihak yang berminat

dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai suatu dasar atau konsep

dalam penelitian, Teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan

permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori-teori dari berbagai sudut

pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, teori-teori

tersebut adalah :

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai penjelasan dan

pedoman tentang cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang bertujuan

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga berisi
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aturan yang membahas mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang

yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.11

Pembuktian merupakan unsur terpenting dalam pemutusan pidana suatu

kasus yang berguna untuk menjatuhkan pidana seseorang sebagai pertimbangan untuk

memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang dalam suatu kasus. Terdapat empat

sistem pembuktian12, yaitu :

a. Pembuktian berdasarkan keyakinan belaka (Conviction in Time) Bersalah

atau tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan

oleh keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh

hakim berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan

atauhanya dengan mendengarkan keterangan terdakwa.

b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (Conviction

Raisonnee/Convictim-Raisonnee). Keyakinan dalam teori pembuktian ini

memegang peran penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, namun

keyakinan hakim tersebut harus berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat

diterima akal dan logis.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (Positief Wettelijk Stelsel)

teori pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat–alat

bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adalah untuk

11M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan , dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar
Grafika, 2008,Hlm.273.

12Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 256-257.



12

membuktikan terdakwa bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat

bukti yang sah yang telah ditentukan dalam undang-undang.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara Negative (Negatief Wettelijk

Stelsel) teori pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan

gabungan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan

teori pembuktian dengan keyakinan belaka.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah istilah yang mengatur mengenai mekanisme kerja

dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan mempergunakan pendekatan

sistem.13 Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut

pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut

sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya

saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam

menanggulangi kejahatan. Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan

adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif,

pendekatan administratif dan pendekatan sosial.14

Dalam sistem peradilan pidana, dikenal tiga pendekatan yaitu, pendekatan

normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Pendekatan normatif

membahas mengenai keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan

13 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Binacipta, 1996, Hlm.14.
14 Ibid, Hlm.17-18.
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perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan

bagian yang penting dan saling berhubungan dari sistem penegakan hukum semata-

mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum

sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan

yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur

organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sedangkan pendekatan sosial

membahas mengenai keempat lembaga tersebut saling mempengaruhi dan tidak

terpisah dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga keberhasilan

keempat lembaga tersebut juga tergantung dari masyarakat yang ada.15

Empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan

dapat membentuk suatu integrated criminal justice system. Makna integrated

criminal justice system adalah sinkonisasi atau keserempakan dan keselarasan

yang dapat dibedakan dalam16:

a. Sinkronisasi Struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan dan

keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

b. Sinkronisasi Substansial adalah (substansial syncronization) yaitu

keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam

kaitannya dengan hukum positif.

15 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 6-7.
16Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm.

1-2.
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c. Sinkronisasi Kultural (cultural syncronization) yaitu keserempakan dan

keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah

yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

F. Ruang Lingkup

“Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik (Studi Kasus

Putusan Hakim)” pada penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup

permasalahan yang dibahas pada cara pembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen

elektronik yang sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang No.19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, dalam hal ini dikhususkan membahas mengenai pembuktian

pemalsuan dokumen elektronik pada putusan nomor 268/Pid.Sus/2012/PN.Skh yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dan 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn yang

diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon.

Pada pembahasan dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai keabsahan

kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti menurut Hukum Acara Pidana,

karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak

membahas dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengkaji

hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur,
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komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi

pasal.17

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan

bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan

dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah,

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.18

Metode penelitian hukum normatif disebut penelitian doktriner atau

penelitian kepustakaan, karena meninjau dari peraturan tertulis sehingga

penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian, terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu data primer yang

bersumber langsung dari masyarakat, dan data sekunder yang berasal dari buku-

buku atau sumber kepustakaan.19

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu

metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data

sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang

17 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006,
hlm.129.

18 Ibid, hlm.24.
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12
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digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang

terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun

tersier.20

Data sekunder yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a.Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari

norma hukum atau kaidah dasar. Bahan Hukum Primer yang diperlukan pada

penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016

tentang Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor

268/Pid.Sus/2012/PN.Skh, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon

Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menambah penjelasan dari

Bahan Hukum Primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Buku-buku yang

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan

skripsi ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini, makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan

skripsi ini, jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

20 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Grafindo Persada,1997,hlm. 88
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan

penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum,dan kamus

Besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum,

kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang,dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini

hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.21

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat

digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif

sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara

lain22 :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilaksanakan

dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang

bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.23

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Prenadademia Group, 2016,
hlm. 153-154.

22 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2008, Hlm.96
23 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 133.



18

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus membahas mengenai bagaimana penerapan

norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam suatu praktik hukum

bertujuan untuk mendapat pandangan mengenai dampak dimensi

penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta

menggunakan hasil analisisnya sebagai tambahan dalam penjelasan

hukum.24

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu yang dihadapi.25

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

24 Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Jakarta :
Prenadamedia Group, 2018, Hlm.17.

25 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm. 135.



19

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library

Research) yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data dari Undang-

Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 19 tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi Pustaka dengan cara mencari dan

mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip

bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan

menggunakan bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier.

5. Pengolahan Bahan Hukum Sekunder

Sesuai dengan metode pengumpulan bahan hukum yang sudah dijelaskan

diatas, selanjutnya peneliti akan mengelola data yang berasa dari hasil dari

penelitian ini. Peneliti akan menelaah, menganalisis, dan menjelaskan hasil dari

penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan

lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai

dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban dari penelitian ini. Analisis

data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan

dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok

bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis,
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kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas

pokok bahasan yang dikemukankan dalam penelitian.26

Metode ini dilakukan untuk mengembangkan konsep pada masalah yang

dihadapi, menerangkan suatu fakta yang berhubungan dengan penelitian

teorindari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pengertia dari suatu

fenomena yang dihadapi.27

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini ditarik dari ketentuan-ketentuan yang

dianalisis dengan penalaran deduktif yang cara berfikirnya berangkat dari

pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi

kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang

diinginkan.28 Penalaran deduktif ini juga berarti dari pengertian umum yang

sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.29

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
Hlm.127.

27 Imam Gunawan,Metode Penelitian Kualitatif, fip.um.ac.id/wp-
content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf, diakses tanggal 7 Agustus 2020, pada pukul 19.00
WIB

28 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014, Hlm 18.

29 Bambang Sunggono, Op.Cit, Hlm.10
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